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KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
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REPUBLIK INDONESIA
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NAMA SOP Penyusunan Berita Acara
Persidangan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2017

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Persidangan Mahkamah Konstitusi.

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 06/PMK/2005 tentang
Pedoman Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang.

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD.

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah.

1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer
2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
3. Memiliki kemampuan di bidang hukum.
4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana



 
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

8. Peraturan Mahkamah Konsitusi
Nomor 08 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Beracara Dalam Sengketa
Kewenangan Konstitusional Lembaga
Negara

9. Peraturan Mahkamah Konsitusi
Nomor 21 Tahun 2009 Pedoman
beracara dalam memutus pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden

10. Peraturan Ketua Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Dalam
Penanganan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden

11. Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pedoman Administrasi Yustisial.

12. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 13
Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.

13. Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Nomor 11
Tahun 2012 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Mahkamah Konstitusi.

14. Peraturan Perundang-undangan yang
terkait.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Telaah Perkara
2. SOP Penyusunan Putusan

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Alat tulis

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan
baik, maka kegiatan lain akan terhambat.

Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Digital Signature 
sop266239290602220315033709
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